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KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kewajiban dan sesuai dengan amanah
yang tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor :
1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang
Penyusunan Laporan Tahunan 2017, Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
telah melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan 2017 yang bertujuan
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh kegiatan di
lingkungan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

Tim Penyusun Laporan Tahunan menyadari bahwa dalam
menyusun Laporan Tahunan 2017 ini masih terdapat kekurangan, untuk
itu dibutuhkan masukan dari para pembaca Laporan demi tercapainya

sistem akuntabilitas yang kredibel di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, telah tersusun Laporan Tahunan 2017 sebagai bentuk
pertanggungjawaban Pengadilan  Militer 11I-19 Jayapura dalam
mewujudkan VISI Pengadilan Militer 11I-19 Jayapura yaitu
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI PENGADILAN
MILITER 1I-19 JAYAPURA’.

Jayapura, Desember 2017
Kadilmil 111-19 Jayapura

James F. Vandersloot, SH., MH
Kolonel Chk NRP 1910017000664
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
harapan semua pihak, dimana pedoman untuk mewujudkan hal
tersebut telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan dilaksanakan dalam suatu reformasi birokrasi.
Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel menjadi salah
satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan, meski tak dapat
dihindari masih terdapat kendala dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi diantaranya yaitu organisasi yang belum tepat fungsi dan
ukuran, pola pikir dan budaya kerja yang belum berorientasi pada
kinerja, regulasi yang multi tafsir dan tumpang tindih serta kualitas
layanan publik yang belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban dan upaya dalam
mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura menyusun Laporan Tahunan 2017. Laporan Tahunan
2017 menyajikan informasi mengenai Sasaran Kinerja serta Capaian
Kinerja yang diperoleh Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

B. Profil Organisasi.
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.
a. Kedudukan.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor
56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi
dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara
berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia
termasuk didalamnya Pengadilan Militer 111-19 Jayapura,
beralih berada dalam satu atap dibawah pembinaan
Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 vyang
merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa
Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan
demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan
Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.
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Adapun Gedung Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
sendiri berlokasi di Jl. Sam Ratulangi No. 17, Dok V Atas,
Jayapura, Papua, sedangkan wilayah hukumnya meliputi
seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya
beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I111-19
Jayapura, maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang
baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja
menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan
administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan
maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga
mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu
sendiri.

Tugas Pokok.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009,
serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan
Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka
Pengadilan Militer [lI-12 Surabaya adalah merupakan
Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di
lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu:

1). Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan
berpangkat Kapten.

2). Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan
prajurit yang berpangkat Kapten ke bawabh.

3). Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau
yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit
berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke
bawah.

4). Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3
tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan
Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan
dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk
memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk
tindak pidana yang:

1). Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura.



2). Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Militer [11-19 Jayapura.

Fungsi.

Pengadilan Militer 111-19 Jayapura memiliki fungsi
sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di
lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit
Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik,
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura juga memiliki fungsi lain
sebagai pendukung yaitu fungsi administrasi, pembinaan dan
pengawasan. Fungsi administrasi merupakan pendukung
dalam pengelolaan kegiatan perkara, umum dan keuangan.
Fungsi pembinaan mendukung dalam hal peningkatan kinerja
dan sumber daya manusia, sedang fungsi pengawasan
merupakan pendukung trelaksananya sistem
penyelenggaraan organisasi dan akuntabel.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam
pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat
mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara
taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas
pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaannya  Pengadilan  Militer  1lI-19  Jayapura
membarenginya dengan pengawasan Yyang memadai,
utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan
maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum
pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer 111-19
Jayapura bertujuan untuk mewujudkan :

1). Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.

2). Pelakasanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis
teknologi informasi.

3). Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.

4). Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya
peradilan.



BAB I

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura membagi beban, tanggung jawab dan
wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun
dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim
Militer.

2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
a). Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
b). Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
c). Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan
Fungsional,terdiri dari :

a). Fungsional Arsiparis.

b). Fungsional Pustakawan

c). Fungsional Pranata Komputer

d). Fungsional Bendahara

3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera, terdiri dari :
a). Panitera Muda Hukum.
b). Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan
tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan
Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan
pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian
yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang
yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini
dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura, yaitu PNS dan Prajurit TNI.
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Detail Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

KADILMIL
WAKADILMIL
PANITERA SEKRETARIS
| |
1 [ |
[ PANMUD |[ PANMUD [
PIDANA | HUKUM | &PeLipoRAN || zoRTALAK | |
Ao I
[ ] B T T i
- | - T
MAJELIS HAKIM POKKIMMIL

1. Standar Operasional Prosedur (SOP).

a) SOP Kepala Pengadilan.

1) Penyusunan Renstra.

2) Penyusunan Program Kerja Tahunan.

3) Pembinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan.

4) Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis
Peradilan.

5) Informasi Publik.

6) Pelayanan Penanganan Pengaduan.

7) Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan.

8) Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan.

9) Penilaian Pelaksanaan Tugas Personil TNI.

10) Penyusunan LKjIP.

11) Penetapan Penunjukan Hakim.

12) Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Tingkat
Pertama oleh Kadilmil.

13) Penetapan Pembebasan dari Penahanan Perkara Tingkat
Pertama oleh Kadilmil.

14) Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan.

15) Pengawasan Bidang.
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b) SOP Wakil Kepala Pengadilan.

d)

f)

9)

h)

1) Mengumpulkan data Binpers dan Binjahril tenaga teknis
dan non teknis Peradilan Militer dan Menyusun konsep
risalah pertimbangan dan saran staf tentang Binpers,
Binjahril tenaga teknis dan non teknis Peradilan Militer.

2) Melaksanakan tugas-tugas pendelegasian dari Kadilmil
bila Kadilmil berhalangan.

SOP Hakim.

1) Penetapan Hari Sidang.

2) Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin.

3) Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama.

4) Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama oleh

Hakim Ketua.

SOP Panitera.

1)
2)

Penerimaan Berkas Perkara Tingkat Pertama.
Penunjukan Panitera Pengganti.

SOP Panmud Pidana.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

Penanganan Registrasi Perkara.

Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana.
Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana.

Upaya Hukum Permomohonan Kasasi Perkara Pidana.
Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana.

Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara
Pidana.

Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana.

SOP Panmud Hukum.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Pembuatan Laporan Bulanan.
Pembuatan Laporan Triwulan.
Pembuatan Laporan Semesteran.
Pembuatan Laporan Tahunan.
Penanganan Data Perkara.
Pengarsipan Berkas Perkara.
Pelayanan Informasi.

Layanan Pengaduan.

SOP Panitera Pengganti.

1)
2)

BAS Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
BAS Perkara Pidana Tingkat Pertama.

SOP Sekretaris.

1)

2)
3)

Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Program dan Anggaran.

Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian.
Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan.
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)

4) Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Penataan
Organisasi dan Tata Laksana.

5) Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Statistik.

6) Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat,
Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan,
Keprotokolan dan Perpustakaan.

7) Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi
dan Dokumentasi serta Pelaporan.

SOP Subbag. Kepegawaian dan Ortalak.

1) Bezeeting.

2) Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

3) Laporan Triwulan Kepegawaian.

4) Daftar Penilaian (Dapen).

5) Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

6) Pembuatan Surat Keputusan/Surat Perintah.

7) Draf SKP dan formulir penilaian.

8) Usulan dan Kelengkapan Kenaikan Pangkat TNI dan
PNS.

9) Usulan Pensiun.

10) Pembuatan Surat Keputusan Pemberian Culti.

11) Usulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes dan Taspen.

12) Aplikasi SIKEP.

13) Konsep SK Kumplin.

14) Usulan Setya Lencana bagi Hakim, TNI dan PNS.

15) Usulan dan Kelengkapan Ujian Dinas.

SOP Subbag. Umum dan Keuangan.

1) Pengelolaan Surat Masuk.

2) Pengelolaan Surat Keluar.

3) Pengelolaan ATK.

4) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

5) Laporan Applikasi Barang Persediaan (ATK).
6) Pengelolaan Perpustakaan.

7) Pelaksanaan Perawatan BMN.

8) Pelaksanaan Tugas Piket.

9) Pelaksanaan Kebersihan.

10) Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran.
11) BMN Bulanan.

12) BMN Semesteran.

13) BMN Tahunan.

14) Pengajuan Gaiji.

15) Pengajuan Uang Makan.

16) Administrasi Keuangan.

17) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
18) Pengajuan Uang Lembur.

19) Pengajuan Remunirasi.
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20) Pengajuan Uang Persediaan.

21) Pembayaran Langsung ke Rekanan.
22) Rekonsiliasi SAIBA.

23) Laporan Saldo Rekening.

24) Backup Data Applikasi.

25) Laporan Realisasi Anggaran.

26) Laporan CALK.

k) SOP Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan.

1) Revisi DIPA dan POK.

2) Penyusunan RKAKL

3) Penyusunan Laptah.

4) Penganganan Hardware Pengolah Data Rusak.

5) Pemeliharaan Website.

6) Pengisian dan Pembaharuan Konten Website.

7) Sinkronisasi SIPP dan Maintence SIPP baik Lokal,

Hosting maupun MA.

SOP telah dievaluasi tanggal 05 Mei 2017. Dan SOP Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura telah mendapat Penghargaan Sertifikat 1ISO
9001:2015.

2. Sasaran Kerja Individu/Pegawai (SKI/SKP).

a. SKI Panitera.

1) Meningkatnya Penyelesaian Perkara.

2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara.

3) Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim.

4) Peningkatan Implementasi SIPP sebagai sarana
otomatisasi Pola Bindalmin.

5) Peningkatan Aksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan
(access to justice).

6) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

7) Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

b. SKI Sekretaris.

1) Meningkatnya pelaksanaan urusan perencanaan program
dan anggaran.

2) Meningkatnya pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.

3) Meningkatnya pelaksanaan urusan keuangan.

4) Peningkatan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi
dan statistik.

5) Meningkatnya penyelenggaraan urusan surat-menyurat,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan,
hubungan masyarakat dan perpustakaan.

6) Meningkatnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
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SKI Panmud Pidana.

1) Meningkatnya Penyelesaian Perkara.

2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara.

3) Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim.

4) Peningkatan Implementasi SIPP sebagai sarana
otomatisasi Pola Bindalmin.

5) Peningkatan Aksebilitas Masyarakat terhadap Peradilan
(access to justice).

6) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

SKI Panmud Hukum - Jabatan Panmud Hukum Kosong (-).

1) Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan
bulanan.

2) Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan
triwulan.

3) Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan
semester.

4) Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan
tahunan.

5) Meningkatnya ketepatan waktu dan efisiensi waktu
penanganan data perkara.

6) Meningkatnya ketertiban pengarsipan berkas perkara.

7) Meningkatnya pelayanan informasi.

8) Meningkatnya layanan pengaduan.

SKI Kasubbag. Umum dan Keuangan.

1) Meningkatnya penyelenggaraan urusan surat-menyurat,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan,
hubungan masyarakat dan perpustakaan.

2) Meningkatnya pelaksanaan urusan keuangan.

SKI Kasubbag. Kepegawaian dan Ortalak.
1) Meningkatnya pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.

SKI Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan.

1) Meningkatnya pelaksanaan urusan perencanaan program
dan anggaran.

2) Peningkatan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi
dan statistik.

3) Meningkatnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan.

SKI Staf Pidana.
1) Membantu meningkatnya pelakasanaan urusan
persidangan dan kepaniteraan.
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Detail dapat dilihat pada Lampiran SKI masing-masing Staf
Pidana.

I.  SKI Staf Hukum.
1) Membantu meningkatnya pelaksanaan urusan
persidangan dan kepaniteraan.

Detail dapat dilihat pada Lampiran SKI masing-masing Staf
Hukum.

J.  SKI Staf Umum dan Keuangan.

1) Membantu meningkatnya penyelenggaraan urusan surat-
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.

2) Membantu meningkatnya pelaksanaan urusan keuangan.

k. SKI Staf Kepegawaian.
1) Membantu meningkatnya pelaksanaan urusan
kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Detail dapat dilihat pada Lampiran SKI masing-masing Staf Umum
dan Keuangan.

Detail mengenai Sasaran Kerja Individu/Sasaran Kerja Pegawai dapat
dilihat pada Lampiran.

B. Pelayanan Publik yang Prima.
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).

Peningkatan aksesibiltas masyarakat tehadap peradilan
dimaksudkan untuk menggambarkan dan menilai kinerja
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura dalam mendukung kemudahan
akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan keadilan.
Salah satu upaya mendukung reformasi birokrasi adalah dengan
meningkatkan pelayanan publik yang prima, salah satunya yaitu
melalui keterbukaan informasi.

Dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 144/KMA/VI1I1/2007 tanggal 28 Agustus tentang
Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, serta Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 tanggal
5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan, Mahkamah Agung secara nyata telah bertekad untuk
memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, baik di
lembaga Mahkamah Agung sendiri maupun di 4 (empat)
lingkungan peradilan di bawahnya.
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Dan atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang
adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta
meningkatkan pelayanan pulik, maka pada bulan Juni tahun 2017
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura berhasil mendapatkan sertifikat
ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat
dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer 111-19
Jayapura telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku
secara internasional.

Gambar 2.1

11



Gambar 2.2

Gambar 2.3
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TIM AUDITOR:

BADAN SERTIFIKAS) NATIONAL QUALITY ASSURANGE E(NOA)
O PENGADILAN MILITER 1 19 JAYAPURA :

ILAN MILITER I - 1 9
JAYAPURA
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2. Sidang Keliling.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang
dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan
bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke
kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Manfaat Sidang Keliling ada beberapa yaitu :
o Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang
mengajukan perkara
« Biaya transportasi lebih ringan
e Menghemat waktu

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017, Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura telah melaksanakan sidang Kkeliling
sebanyak 2 kali yaitu di Timika dan Sarmi. Jumlah perkara
yang di rencanakan sidang dan jumlah perkara yang diputus
saat sidang keliling dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura Tahun 2017

No | Jumlah Perkara yang di | Jumlah Perkara
Rencanakan Sidang Keliling yang di Putus

1 | Di Timika, Tanggal 25 Januari 2017, dengan jumlah
anggaran sebesar : Rp. 36.500.000,-

2 Perkara 1 Perkara

2 | Di Sarmi, Tanggal 4-5 Desember 2017, dengan jumlah
anggaran sebesar : Rp. 44.000.000,-

5 Perkara 3 Perkara
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A. Sumber Daya Manusia.

BAB Il

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Hakim Militer.
\ No Nama Pangkat/NRP \ Matra
1 | JamesF Kolonel Chk/ Angkatan
Vandersloot, | 1910017000664 Darat
SH., MH.
2 | Mirtusin Letnan Kolonel Angkatan
SH., MH. Sus/ 520881 Udara
3 | Riza Letnan Kolonel Angkatan
Fadilah, SH. | Laut(KH)/ Laut
13149/P
4 | Dwi Yudo Letnan Kolonel Angkatan
Utomo, SH. Chk/607952 Darat
5 | Dendi Mayor Angkatan
Sutiyoso Chk/2194011353 | Darat
Suryo 10
Saputro, S.H
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Salis Alfian | Mayor Chk/ Angkatan
Wijaya, SH. | 11020032230779 | Darat
Fx. Agus Kapten Chk/ Angkatan
Sulistio, SH. | 11030043601281 | Darat

Pejabat Struktural.

James F

Pangkat

Kolonel Chk/

Jabatan/
Esselon
Kadilmil I1I-19

Vandersloot, | 1910017000 | Jayapura/
SH., MH. 664 Esselon 11
- - Wakadilmil
I111-19
Jayapura/
Esselon II
Hadiriyanto, | Mayor Chk/ | Panitera/
SH., S.IP., MH. | 1103004337 | Esselon III
0581
Iskandar, Kapten Chk/ | Sekretaris/
SH., MH. 2196034603 | Esselon III
0574
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Irwan Idris, | Kapten Panmud
SH. Chk/219603 | Pidana/
48011275 Esselon IV.a
- - Panmud
Hukum/
Esselon IV.a
Djemi Penata/Ill.c/ | Kasubbag.
Inuhan 19630919 Umum &
1991031 Keuangan/
003 Esselon IV.a
Suzi Marlina | Penata/Ill.c/ | Kasubbag.
ButarButar, 19781010 Perencanaan,
SE., M.Si. 2011012 Teknologi
006 Informasi dan
Pelaporan/
Esselon IV.a
Surajiman, Penata Muda | Kasubbag.
S.H. TK.1/I1ILb/ | Kepegawaian
19660515 & Ortalak
1994 03
1004
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Staf/Fungsional Umum (FU).

No Nama Pangkat Jabatan/ Foto
Esselon
Staf Pidana
1 | Irson Serka/ Staf Pidana / FU
Jaya,SH. | 2105027573048
4
2 | Boy Serka/ Staf Pidana / FU
Irianto 2105027599028
Jaya 6
3 | Gatot Sertu/ Staf Pidana / FU
Endro 3197015658097
Darminto | 5
Staf Hukum
1 | Habibur | Penata Muda / Staf Hukum /
Rohman, |Ill.a/ 19731026 FU
S.H. 1998 03 1 002
2 | Marthen | Penata Muda / Staf Hukum /FU
Toding, Ill.a/ 19750727
S.H. 1998 03 1 002
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Staf Umum dan Keuangan

1 | Juwaheti Penata Muda TK. | Staf
I/1IL.Lb/ 19661205 | Keuangan/PPK
1991 03 2 002
2 | Lilik Penata Muda / Staf Umum &
Ernawati, |IIL.a/ 19850624 Keuangan/FU
S.E. 2009 04 2 005
3 | Jasri Penata Muda / Staf Umum &
Ill.a/ 19730608 Keuangan/FU

1998 03 1 002

Staf Perencanaan, Tl & Pelaporan

1

Staf Kepegawaian

1
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Pegawai Tidak Tetap.

No Nama Jabatan Diperbantuk
an

1 | Godfrits Pramubakti | Staf Umum
Maradona

2 | Natalia Siska Pramubakti | Staf Umum
Ohoirat

3 | Febriyanti Pramubakti | Staf Umum
Pengulu, A.Md.
Keperawatan

Bantuan Personil dari Pangdam XVIl/Cenderawasih

No Nama JELELET Diperbantuka
n
1 | Serka Lamani, Bantuan Staf
SH./ Personil Perencanaan,
TI &
Pelaporan
& Provost
2 | Serka Cahyo Bantuan Staf Pidana &
Nugroho/2107 | Personil Provost
0458540587
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Sertu Bantuan Staf Pidana &
Firman/21080 | Personil Provost
813380488

Sertu Berry Bantuan Staf Pidana &
S.S/210301786 | Personil Provost
90989

Serda Bantuan Staf Pidana &
Warsito/31040 | Personil Provost
642370284

Kopral Dua Bantuan Staf Pidana &
Onesimus Personil Provost
Filimditty /310

20816471080

Habiburrohma | Bantuan Staf Umum &
n, SH./Penata Personil Keuangan
Muda/Ill.a/198

10805 2002 12
1002
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Daftar Urut Kepangkatan.

Pangkat/NRP/NIP
1 |JamesF Kolonel Chk/ Kadilmil I1I-19 | S2
Vandersloot, SH.,, | 1910017000664 | Jayapura
MH.
2 | Mirtusin SH., MH. | Letnan Kolonel Hakim Militer | S2
Sus/ 520881
3 Riza Fadilah, SH. Letnan Kolonel Hakim Militer | S1
Laut(KH)/
13149/P
4 | Dwi Yudo Utomo, | Letnan Kolonel Hakim Militer | S1
SH. Chk/607952
5 | Dendi Sutiyoso Mayor Chk/ Hakim Militer | S1
Suryo Saputro, S.H | 219401135310
6 | Salis Alfian Mayor Chk/ Hakim Militer | S1
Wijaya, SH. 11020032230779
7 | Hadiriyanto, SH., Mayor Chk/ Panitera/ S2
S.IP., MH. 11030043370581 | Esselon III
8 | Fx. Agus Sulistio, Kapten Chk/ Hakim Militer | S1
SH. 11030043601281
9 | Iskandar, SH., MH. | Kapten Chk/ Sekretaris/ S2
21960346030574 | Esselon III
10 | Irwan Idris, SH. Kapten Chk/ Panmud S1
21960348011275 | Pidana/Esselo
nlV.a
11 | Djemi Inuhan Penata/Ill.c/1963 | Kasubbag. SMA
09191991031 Umum &
003 Keuangan/
Esselon IV.a
12 | Suzi Marlina Penata/Ill.c/1978 | Kasubbag. S2
ButarButar, SE., 10102011012 Perencanaan,
M.Si. 006 Teknologi
Informasi dan
Pelaporan/
Esselon IV.a
13 | Surajiman, S.H. Penata Muda TK. | Kasubbag. S1
I/111.Lb/19660515 | Kepegawaian,
1994 03 1004 Organisasi &
Tata Laksana/
EsselonIV.a
14 | Juwaheti Penata Muda TK.I | Staf SMA

/111.b/19661205

Keuangan/FU
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1991 03 2 002
15 | Habibur Rohman, | Penata Muda / Staf S1
S.H. Ill.a/19731026 Hukum/Fu
1998 03 1 002
16 | Marthen Toding, Penata Muda / Staf S1
S.H. Ill.a/19750727 Hukum/FU
1998 03 1 002
17 | Lilik Ernawati, S.E. | Penata Muda / Staf S1
Ill.a/19850624 Keuangan/FU
2009 04 2 005
18 | Jasri Penata Muda / Staf SMA
Il.a/19730608 Keuangan/FU
1998 03 1 002
19 | Irson Jaya, SH. Serka/210502757 | Staf S1
30484 Pidana/FU
20 | Boy Irianto Jaya Serka/210502759 | Staf SMA
90286 Pidana/FU
21 | Gatot Endro Sertu/319701565 | Staf SMA
Darminto 80975 Pidana/FU

Kebutuhan Sumber Daya Manusia.

Distribusi pegawai yang masih belum merata dan masih ada yang
melaksanakan tugas secara rangkap, diantaranya Staf Keuangan
yang merangkap sebagai Staf Kepegawaian, Subbag.
Perencanaan, IT & Pelaporan yang tidak memiliki Staf Tetap, Staf
Kepaniteraan yang merangkap tugas Provost, Subbag.
Kepegawaian & Ortalak yang tidak memiliki Staf Tetap, sehingga
tugas-tugas Staf juga dilaksanakan oleh Kasubnya. Jumlah
Panitera (dalam hal ini Panitera Pengganti) yang masih kurang,
tidak sebanding dengan jumlah perkara masuk yang ditangani.

Kebutuhan akan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi
peradilan, dan dalam rangka mendukung tugas pokok, maka atas
permohonan Kadilmil kepada Pangdam XVIl/Cenderawasih,
dikirim bantuan personil dari Pangdam XVIl/Cenderawasih untuk
membantu pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai Provost
merangkap Staf IT, Staf Umum dan Staf Kepaniteraan. Namun
bantuan personil ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke
Satuan asalnya, sehingga perlu penambahan personil yang
memang hasil rekrutmen dari Mahkamah Agung.

Selain tugas-tugas rangkap yang dilaksanakan, juga sumber daya

yang diberdayakan mempunyai kemampuan yang terbatas karena
penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

22




Seiring dengan berjalannya waktu, untuk mendukung berjalannya
Struktur Organisasi, dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan
kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:

Kepaniteraan.
Kebutuhan Staf Pendukung untuk Panmud Pidana.
Dibutuhkan kualifikasi :
1) Sarjana Hukum.
2) Memiliki Sertifikat Komputer (Minimal Microsoft Office-
Word, Excell, Access dan Powerpoint).
3) Mampu bekerjasama dan bersinergi.
Membutuhkan kurang lebih 3 orang personil.

Kebutuhan Staf Pendukung untuk Panmud Hukum.

1) Sarjana Hukum.

2) Memiliki Sertifikat Komputer (Minimal Microsoft Office-
Word, Excell, Access dan Powerpoint).

3) Mampu bekerjasama dan bersinergi.

Membutuhkan kurang lebih 3 orang personil.

Kesekretariatan.

Kebutuhan Staf Pendukung untuk Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dibutuhkan kualifikasi :

1) Ahli Madya / Sarjana Ekonomi Manajemen, Akuntansi,
Teknologi Informatika dan Manajemen Informatika.

2) Memiliki Sertifikat Komputer (Minimal Microsoft Office-
Word, Excell, Access dan Powerpoint).

3) Mampu bekerjasama dan bersinergi.

Membutuhkan kurang lebih 3 orang personil.

Kebutuhan Staf Pendukung untuk Umum dan

Keuangan.

Dibutuhkan kualifikasi :

1) Ahli Madya / Sarjana Ekonomi Manajemen, Akuntansi,
Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Lainnya.

2) Memiliki Sertifikat Komputer (Minimal Microsoft Office-
Word, Excell, Access dan Powerpoint).

3) Mampu bekerjasama dan bersinergi.

Membutuhkan kurang lebih 3 orang personil.

Kebutuhan Staf Pendukung untuk Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana.

1) Ahli Madya / Sarjana Ekonomi Manajemen,
Administrasi Pemerintahan, Sosial, Informatika, Hukum
dan Lainnya.

2) Memiliki Sertifikat Komputer (Minimal Microsoft Office-
Word, Excell, Access dan Powerpoint).
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3) Mampu bekerjasama dan bersinergi.
Membutuhkan kurang lebih 3 orang personil.

1. Mutasi.

a. Mutasi Masuk.

1)

2)

3)

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah
Agung RI Nomor : 338/Djmt/Kep/6/2017 tanggal 13 Juni
2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Militer,  disusul dengan  Surat Tugas Nomor:
643/Djmt.2/Ratgas/6/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, dan Surat
Perintah dari Kadilmiltama Nomor : Miltama/Sprin/170/
KP.04.5/V1/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer atas nama
Lettu Chk Irwan Idris, SH., NRP 21960348011275 dan
yang bersangkutan telah melaksanakan tugas secara
nyata di Pengadilan Militer 111-19 Jayapura sejak tanggal
13 Juli 2017.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah
Agung RI Nomor : 664/Djmt/Kep/11/2017 tanggal
08 November 2017 tentang Pemberhentian dari dan
Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Militer, disusul dengan Surat
Tugas Nomor : 1162/Djmt.2/Ratgas/11/2017 tanggal
10 November 2017 tentang Pemberhentian dari dan
Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Militer, dan Surat Perintah dari
Kadilmiltama Nomor : Sprin/351/ KP.04.6/X1/2017 tanggal
15 November 2017 tentang Pemberhentian dari dan
Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Militer atas nama Mayor Chk
Ahmad Efendi, SH., MH., NRP 11020002860972, namun
yang bersangkutan belum melaksanakan tugas secara
nyata di Pengadilan Militer 111-19 Jayapura karena masih
menyelesaikan sidang tundaannya di Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 701/Djmt/Kep/12/2017 tanggal 06 Desember
2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Militer, disusul dengan Surat Tugas Nomor :
1267/Djmt.2/Ratgas/12/2017 tanggal 07 Desember 2017
tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
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atas nama Mayor Sus Erwin Kristiyono, SH., MH.,
NRP 527136, namun yang bersangkutan belum
melaksanakan tugas secara nyata di Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura karena masih menyelesaikan sisa tugas
dan tanggung jawabnya di Satuan Lama.

4) Berdasarkan Surat Perintah dari  Kadilmil  111-19
Jayapura Nomor : Sprin/37.A/W3.Mil.08/VIII/2017 tanggal
28 Agustus 2017 tentang Perintah untuk melaksanakan
tugas sebagai tenaga bantuan personil atas nama Sertu
Firman, NRP 210803380488.

5) Berdasarkan Surat Perintah dari Kadilmil 111-19
Jayapura Nomor : Sprin/47/W3.Mil.08/XI1/2017 tanggal
13 November 2017 tentang Perintah untuk melaksanakan
tugas sebagai tenaga bantuan personil atas nhama Kopda
Onesimus Filimditty, NRP 31020816471080.

6) Berdasarkan Surat Perintah dari  Kadilmil  [lI-19
Jayapura Nomor : Sprin/48/W3.Mil.08/X1/2017 tanggal
15 November 2017 tentang Perintah untuk melaksanakan
tugas sebagai tenaga bantuan personil atas nama Serka
Cahyo Nugroho NRP 21070458540587.

7) Berdasarkan Surat Perintah dari Kadilmil [1I-19
Jayapura Nomor : Sprin/48/W3.Mil.08/X1/2017 tanggal
15 November 2017 tentang Perintah untuk melaksanakan
tugas sebagai tenaga bantuan personil atas nama Sertu
Berry S Suryatama NRP 21090178690989.

8) Berdasarkan Surat Perintah dari Kadilmil 111-19
Jayapura Nomor : Sprin/48/W3.Mil.08/X1/2017 tanggal
15 November 2017 tentang Perintah untuk melaksanakan
tugas sebagai tenaga bantuan personil atas nama Serda
Warsito NRP 31040642370284.

Data dukung terlampir.

b. Mutasi Keluar.

1) Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 63.A/SEK/Kp.I/SK/IV/2017 tanggal 28 April 2017
tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya,
disusul dengan Surat Perintah dari Kadilmiltama
Nomor : Sprin/158/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang
Penugasan dan Penempatan Baru di Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta serta Surat Perintah Pelaksanaan dari
Kadilmil 111-19 Jayapura Nomor : W3.Mil.08/32/Sprin/
VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Perintah
Pelaksanaan Tugas dalam Satuan Baru yaitu Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta atas nama Ngatini, SH., NIP.
19760627 2006 04 2 002.
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2) Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 595/Djmt/Kep/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017
tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Militer, disusul dengan Surat Tugas Nomor : 1081/
Djmt.2/Ratgas/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, dan Surat
Perintah dari Kadilmiltama Nomor :  Sprin/320/
KP.04.6/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di
Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin atas nama Kapten
Chk Fx. Agus Sulistio, SH., NRP 11030043601281.

Data dukung terlampir.

2. Promosi.

a. Selama kurun waktu tahun 2017, yang mendapat promosi naik
pangkat sejumlah 4 orang, yaitu James F Vandersloot, SH.,
MH., NRP 1910017000664 dar Letkol Chk menjadi Kolonel
Chk TMT 01 April 2017, Hadiriyanto, S.IP., SH., MH., NRP
11030043370581 dari Kapten Chk menjadi Mayor Chk TMT
01 April 2017, Irwan Idris, SH., NRP 21960348011275 dari
Lettu Chk menjadi Kapten Chk, dan Suzi Marlina ButarButar,
SE., M.Si., NIP. 19781010 2011 01 2 006 dari Penata Muda
TK.I/1ll.b menjadi Penata/lll.c.

b. Promosi Jabatan menjadi Kasubbag. Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana atas nama Surajiman, SH.,
Penata Muda TK.I/ll.Lb NIP 19660515 1994 03 1004,
berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 207/SEK/Kp.I/SK/XI/2017 tanggal 21 November 2017
tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di
Lingkungan Mahkamah Agung.

Data dukung terlampir.
3. Pensiun.
Tidak ada pegawai yang pensiun dalam kurun waktu tahun 2017.

4. Diklat dan Bimbingan Teknis (SDM Teknis dan Non Teknis
yang telah mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis).

Dalam kurun waktu tahun 2017 ada sejumlah personil yang ikut

Diklat dan Bimbingan Teknis, yaitu :

a. Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, SH., NRP 13149/P telah
mengikuti Diklat Pimpinan Pengadilan TK. Pertama pada
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tanggal 26 Februari s/d. 10 Maret 2017 di Kampus Badan
Litbang Diklat Kumdil MA RI, Megamendung.

Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, SH., NRP 13149/P dan Letkol
Chk Dwi Yudo Utomo, SH., NRP 607952 telah mengikuti
Bimbingan Teknis Hakim Kompetensi di Lingkungan Peradilan
Militer pada tanggal 15 Maret s/d 17 Maret 2017 di Hotel
Sovereign, Bali.

Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, SH., NRP 607952 telah
mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Seluruh Indonesia Tahun 2017 pada tanggal 2 April
s/d. 18 April 2017 di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA
RI, Megamendung.

Mayor Chk Hadiriyanto, S.IP., SH., MH., telah mengikuti
Bimbingan Teknis Panitera pada tanggal 17 Mei s/d. 19 Mei
2017 di Hotel Arjuna, Yogyakarta.

Djemi Inuhan, Penata/lll.c NIP. 19630919 1991 03 1 003 telah
mengikuti Diklat Pimpinan TK. IV pada tanggal 09 Juli s/d.
24 November 2017 di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil
MA RI, Megamendung.

Juwaheti, Penata Muda TK. | NIP. 19661205 1991 03 2 002
dan Lilik Ernawati, SE., Penata Muda TK.I NIP. 19850624
2009 04 2 005 telah mengikuti Sosialisasi dan Monev SIKEP
pada tanggal 24 Agustus s/d. 25 Agustus 2017 di Pengadilan
Tinggi, Jayapura.

Kapten Chk Irwan Idris, SH., NRP 21960348011275 telah
mengikuti Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi,
Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer pada tanggal
06 September s/d. 08 September 2017 di Hotel Rich Palace,
Surabaya.

Kapten Chk Iskandar, SH., MH., NRP 21960346030574 dan
Lilik Ernawati, SE., NIP. NIP. 19850624 2009 04 2 005 telah
mengikuti Kegiatan Penyempurnaan RKAKL Pagu Anggaran
Tahun 2018 di Garden Palace Hotel, Surabaya.

Mayor Chk Dendi Sutiyoso S.S.SH., NRP 21940113631072
telah mengikuti Diklat Hakim Juru Bicara pada tanggal
15 Oktober s/d. 21 Oktober 2017 di The Natsepa Resort &
Convention Center, Ambon.

Lilik Ernawati, SE., NIP. NIP. 19850624 2009 04 2 005 telah
mengikuti Diklat SAKIP Angkatan VII dan VIII wilayah Jawa
Timur pada tanggal 29 Oktober s/d. 03 November 2017 di
Balai Diklat Pekerjaan Umum, Surabaya.

Serka Irson Jaya, SH., NRP 21050275730484 telah mengikuti
Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa pada tanggal 22 Oktober
s/d. 27 Oktober 2017 di Balai Diklat Keuangan, Makassar.
Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, SH., NRP 11020032230779
telah mengikuti Diklat Pemantapan Kode Etik dan Perilaku
Hakim pada tanggal 30 Oktober s/d. 04 November 2017 di
Garden Hotel Permata, Bandung.
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m. Mayor Chk Hadiriyanto, S.IP., SH., MH., telah mengikuti Diklat

Teknis Fungsional Panitera pada tanggal 23 November s/d. 30
November 2017 di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA
RI, Megamendung.

Serka Boy Irianto Jaya, NRP 21050275990286 telah
mengikuti Diklat TOT SIPP Tahap |l pada tanggal
27 November s/d. 30 November 2017 di Hotel Santika Mega
City, Bekasi.

Data dukung terlampir.

B. Penyelesaian Perkara.

Tabel 3.1

Perkara Pengadilan Militer 111-19 Jayapura Tahun 2017

Jenis Sisa Perkara | Jumlah | Perkara Perkara Perkara Sisa
Perkara Tahun Masuk Putus Putus Dilimpahkan Tahun
2016 2017 NO Ke Dilmil 2017
Lain/
Dikembalikan
1. KEJAHATAN :
AD 45 322 367 263 35 0 69
AL 1 30 31 25 1 0 5
AU 2 9 11 10 0 0 1
Jumlah 48 361 409 298 36 0 75
2. PELANGGARAN :
AD 0 20 20 20 0 0 0
AL 0 0 0 0 0 0 0
AU 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 48 381 429 318 36 0 75
keseluruhan

Dalam tahun 2017 Pengadilan Militer 111-19 Jayapura masih
memiliki perkara sisa dari tahun Tahun 2016 sejumlah 48
Perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 381
perkara, yang terdiri dari perkara kejahatan sejumlah 361
perkara dan perkara pelanggaran sejumlah 20 perkara, sehingga
jumlah beban perkara selama tahun 2017 sebesar 429 perkara.
Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer 111-19
Jayapura telah memutus sejumlah 354 perkara, yang terdiri dari
334 perkara kejahatan dan 20 perkara pelanggaran, sehingga
sisa perkara tahun 2017 sejumlah 75 perkara.
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1. Jumlah Sisa Perkara Yang di Putus.

Tabel 3.2
Sisa Perkara Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
Yang Diselesaikan Pada Tahun Berjalan

Tahun 2017
Jenis Perkara Tahun 2017
Sisa Perkara Sisa Perkara Yang
Tahun Diselesaikan Pada Tahun
Sebelumnya 2017
Sisa perkara yang
diselesaikan :
1. Kejahatan 48 48
2. Pelanggaran 0 0

Berdasarkan tabel diatas, dari 48 sisa perkara tahun 2016,
seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2017, dengan rincian
48 perkara kejahatan dan O perkara pelanggaran, sehingga
dalam tahun 2017 ini Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah
merealisasikan sebanyak 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja sisa perkara awal tahun 2017 yang diputus
sebesar 100% ini menunjukkan bahwa target penyelesaian sisa
perkara tahun 2017 telah tercapai. Tercapainya target kinerja ini
berarti bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura tahun 2017 dapat dinilai sudah sangat baik
karena Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah mampu
menyelesaikan seluruh sisa perkara tahun 2016.

Semakin banyak perkara sisa tahun sebelumnya yang
dapat diselesaikan pada tahun berjalan maka semakin baik
kinerja penyelesaian sisa perkara Pengadilan Militer [11-19
Jayapura. Penyelesaian sisa perkara meliputi penyelesaian sisa
perkara kejahatan maupun pelanggaran

2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu.
Tabel 3.3

Perkara Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Tahun 2017

Jenis Perkara Tahun 2017
Masuk Putus
Tahun Pada Tahun
2017 Berjalan
(Tahun 2017)

Perkara :

a. Pidana/Kejahatan 361 334

b. Pelanggaran 20 20

yang diselesaikan tepat waktu:

Total 381 354
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Semakin banyak perkara yang diputus pada tahun yang
sama maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian
perkara di Pengadilan Militer 111-19 Jayapura. Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura menetapkan target yang berbeda untuk
penyelesaian perkara. Penetapan target ini disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku terhadap jangka waktu penyelesaian
perkara serta kondisi Pengadilan Militer 111-19 Jayapura, baik
dalam hal jumlah perkara yang ada maupun jumlah Majelis Hakim
dan Panitera Pengganti.

Berdasarkan tabel diatas, di tahun 2017, Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura menerima perkara masuk sebanyak 381 perkara,
yang terdiri dari 361 perkara kejahatan dan 20 perkara
pelanggaran. Dari 381 perkara masuk tersebut, Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura telah memutus sebanyak 334 perkara kejahatan
dan 20 perkara pelanggaran.

Dari jumlah perkara kejahatan yang masuk pada tahun 2017
sebanyak 361 perkara, yang diputus selama tahun berjalan
sebanyak 334 perkara, dalam hal ini capaian kinerja mencapai
92,52%, hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Militer 111-19
Jayapura sangat baik dalam memutus perkara tepat waktu.

Dari perkara kejahatan yang ada, ada sejumlah perkara In
Absensia. Jumlah perkara In Absensia yang masuk pada Tahun
2017 ada sejumlah 132 perkara. Dari jumlah perkara In Absensia
yang masuk, Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah memutus
perkara In Absensia sejumlah 91 perkara. Ini berarti capaian
realisasi perkara In Absensia sebesar 68,93%, hal ini
menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Untuk penyelesaian perkara In Absensia terdapat perbedaan
dalam hal jangka waktu penyelesaian. Dalam Surat Edaran
Kadilmiltama Nomor SE/03/11/2016 tanggal 24 Februari 2016
tentang Penyelesaian Perkara In Absensia disebutkan bahwa
terhadap perkara In Absensia dapat diperiksa dan diputus dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan
3 (tiga) kali secara sah. Sedangkan bila merujuk pada Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13
Maret 2014 maka penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat
pertama diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Adanya dua Surat Edaran di atas menjadi dasar perubahan
proses penyelesaian perkara pidana militer In Absensia di
Pengadilan Militer I1I-19 Jayapura, dimana perkara pidana militer
In Absensia Pengadilan Militer 111-19 Jayapura diperiksa dan
diputus setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan, yang apabila 3

30



(tiga) pemanggilan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) bulan
berturut-turut, maka perkara In Absensia dapat diputus dalam 3
(tiga) bulan atau kurang dari 5 (lima) bulan seperti yang
diharapkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014.

Berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama, maka penyelesaian
perkara In Absensia akan diselesaikan minimal dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai pertimbangan bahwa dalam
pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer menyebutkan bahwa dalam perkara In Absensia
dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali
secara sah. Karenanya, untuk penyelesaian perkara in Absensia
akan dimaksimalkan penyelesaiannya sesuai aturan jangka waktu
tersebut.

Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya
perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu pada teknis
persidangan yang meliputi perbaikan koordinasi dengan pihak
Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan
Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan,
replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut
maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama
menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat
waktu penyelesaian persidangan. Sedang dengan semakin
baiknya koordinasi masalah waktu persidangan antara Majelis
Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum maka waktu yang
digunakan untuk penyusunan tuntutan dan duplik oleh Oditur
Militer dan penyusunan Replik oleh Penasehat Hukum dapat
dipersingkat sehingga waktu penyelesaian persidangan dapat
dipercepat.

Beberapa faktor pendukung untuk pencapaian kinerja ini
diantaranya yaitu :
a). Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan
Oditur Militer.
b). Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga
memperlancar proses persidangan.
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3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi dan PK.

Tabel 3.4
Perkara Upaya Hukum
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura Tahun 2017

Uraian Upaya Hukum Dari Putusan | Tidak Upaya Hukum
Dalam Tahun Berjalan Dari Putusan Dalam
(Tahun 2017) Tahun Berjalan
(Tahun 2017)
Banding 24 (Dari Perkara Sisa 1
Perkara, Dari Perkara
Masuk Tahun Berjalan 23
Perkara).
Kasasi 10 (Dari Perkara Masuk Tahun
Berjalan)
PK 6 (Dari Perkara Masuk Tahun
Berjalan 1 Perkara, Dari
Perkara Tahun-Tahun
Sebelumnya 5 Perkara)
Total 40 Perkara (34 Perkara Upaya | =(334 Perkara Putus
Hukum atas Putusan Tahun Berjalan - 34
Tahun Berjalan, 6 Upaya Perkara Upaya
Hukum atas Putusan Hukum Tahun
Tahun-Tahun Sebelumnya) Berjalan)
= 300 Perkara Tidak
Upaya Hukum atas
Putusan Tahun
Berjalan.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2017, dari 334
perkara yang diselesaikan terdapat 34 perkara yang mengajukan
upaya hukum, dengan rincian 23 perkara mengajukan banding,
10 perkara mengajukan kasasi dan 1 perkara yang mengajukan
PK. Pada Tahun 2017 ada 5 Perkara dari Putusan tahun-tahun
sebelumnya, yang menyatakan PK pada Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tahun 2017
jauh lebih banyak dibanding jumlah perkara yang mengajukan
upaya hukum atas putusan tahun 2017 sejumlah 300 perkara.
Capaian Kinerja Jumlah perkara yang tidak upaya hukum
sebesar 90,00%, hal ini dapat dikatakan bahwa Putusan
Pengadilan Militer 11I-19 Jayapura dikategorikan baik, karena
jumlah yang mengajukan upaya hukum sedikit.
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C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
1. Sarana dan Prasarana Gedung.

Sampai saat ini Pengadilan Militer 111-19 Jayapura masih
menggunakan sarana dan prasarana gedung kantor milik
Babinkum TNI Cq Mabes TNI.

Pengelolaan Gedung bangunan di Pengadilan Militer 111-19
Jayapura, tanah bangunan kantor Dilmil Otmil [I-19 Jayapura
permanen seluas 3.599 M2 diperoleh secara pemberian hak
dengan biaya ganti rugi sebesar Rp 162.000,-(seratus enam puluh
dua ribu rupiah) pada tahun 1982.

Bangunan kantor berlantai 2 (dua) yang penggunaan/
penempatannya diatur sebagai berikut :

e Lantai | sebagai kantor Dilmil 111-19 Jayapura dan lantai I
sebagai kantor Odmil 111-19 Jayapura dengan luas gedung
1.626 M2.

e Sedangkan untuk bangunan 2 (dua) unit rumah negara Koppel
T 120 masing-masing berlantai 1l digunakan oleh Kadilmil dan
Ka Otmil 111-19 Jayapura.

Pada bulan Februari 2017 dan Bulan Oktober 2017, Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura telah mengajukan Usulan Pembangunan
Gedung Kantor ke Mahkamah Agung RI.

Data dukung terlampir.
2. Pengadaan.

Selama kurun waktu tahun 2017 ada beberapa Pengadaan yang

terdiri dari (detail data terlampir) :

a. Alat Pengolah Data yang terdiri Laptop, Komputer PC, Printer
dan UPS dengan Total Jumlah DIPA Rp. 85.000.000,-
(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan DIPA Nomor :
SP DIPA-005.01.2.663381/2017 tanggal 07 Desember 2016,
yang dilakukan dengan Pengadaan Langsung dengan
Surat Penetapan Nomor : W3.Mil.08/08/PL.04/111/2017 tanggal
17 Maret 2017, dilaksanakan sampai dengan selesai dan
diserah terima kan dengan Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : W3. Mil.08/15/PL.04/111/2017 tanggal 20 April 2017.

b. Alat Pengolah Data Kesekratariatan yang terdiri Komputer PC
dan Printer dengan Total Jumlah DIPA Rp. 13.000.000,- (Tiga
Belas Juta Rupiah) berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-
005.01.2.663381/2017 tanggal 07 Desember 2016, yang
dilakukan dengan Pesanan Langsung dengan Surat Pesanan
Nomor : W3.Mil.08/11.a/SP/IV/2017 tanggal 03 April 2017,
dan diserah terima kan dengan Berita Acara Serah Terima
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Barang Nomor : W3. Mil.08/15.a/PL.04/1V/2017 tanggal 20
April 2017.

Meubelair yang terdiri Meja Pimpinan, Kursi Pimpinan, Kursi
Hakim, Kursi Pejabat Struktural, Kursi Susun, Meja Makan,
Rak Kayu/Rak Buku, Kursi Staf dan Meja Kayu Untuk
Pimpinan dengan Total Jumlah DIPA Rp. 195.000.000,-
(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan
DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663381/2017 tanggal 07
Desember 2016, yang dilakukan dengan Pengadaan
Langsung dengan Surat Penetapan Nomor :
W3.Mil.08/29/PL.04/V1/2017  tanggal 15 Juni 2017,
dilaksanakan sampai dengan selesai dan diserah terima kan
dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : W3.
Mil.08/45/PL.04/V11/2017 tanggal 07 Juli 2017.

Peralatan dan Mesin yang terdiri Stavol, AC 2 PK dan AC 1
PK dengan Total Jumlah DIPA Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh
Juta Rupiah) berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-
005.01.2.663381/2017 tanggal 07 Desember 2016, yang
dilakukan dengan Pengadaan Langsung dengan
Surat Penetapan Nomor : W3.Mil.08/30/PL.04/V1/2017 tanggal
15 Juni 2017, dilaksanakan sampai dengan selesai dan
diserah terima kan dengan Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : W3. Mil.08/40/PL.04/VI11/2017 tanggal 03 Juli 2017.

Dalam tahun 2017 tepatnya bulan Februari 2017, Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura mengajukan usulan rencana kebutuhan
BMN untuk Tahun Anggaran 2018.

Data dukung terlampir.

Pemeliharaan.

Selama kurun waktu tahun 2017, Pemeliharaan terdiri dari (detalil
data terlampir dalam DIPA, RKAKL & Realisasi Tahun 2017
terlampir) :

a.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sejumlah
Rp. 56.750.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah).

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sejumlah
Rp. 150.500.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah).

Pemeliharaan Instalasi sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas
Juta Rupiah).

Data dukung terlampir.
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4. Penghapusan.

Selama kurun waktu tahun 2017, tidak ada Penghapusan BMN
maupun Usulan Penghapusan BMN.

Sarana dan Prasarana Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Saran dan Prasarana Pengadilan Militer 111-19 Jayapura

Tabel 3.5

(Kendaraan Dinas)

TAHUN KONDISI
NO URAIAN JUMLAH BAIK RUSAK RUSAK | KETERANGAN
PEROLEHAN RINGAN BERAT
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 | Station Wagon
1. 1. Toyota Kijang Inova E 1 2006 v
1.2. Daihatsu terios 1 2011 v
Il Jenis Kendaraan Roda 2
1 | Sepeda Motor
1.1. Honda GL Max 1(satu) N
unit 1 2006
1.2. Honda NF 125 S 1(satu) N
unit 1 2006
1.3. Honda NF 125 SC N
1(satu) unit 1 2007
1.3. Honda Gl 160 D Mega N
Pro 2 (dua) unit 1 2008
Tabel 3.6

Saran dan Prasarana Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
(Gedung Kantor)

NO URAIAN JUMLAH | KETERANGAN
1 | Ruang Kadilmil 1
2 | Ruang Waka Dilmil -
3 | Ruang Hakim 2 Kurang Luas
4 | Ruang Panitera -
5 | Ruang Sekretaris 1
6 | Ruang Sidang 1
7 | Ruang Kepaniteraan 1
Gabung antara
Umum, PTIP
dan
Kepegawaian,
8 | Ruang Sekretariat 1 & Ortalak
9 | Ruang Keuangan 1
10 | Ruang Tamu 1
11 | Ruang Tunggu -
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Tabel 3.7
Saran dan Prasarana Pengadilan Militer I11-19 Jayapura
(Fasilitas Perkantoran)

No | Uraian Jum;ah | Keterangan
A | ASET TETAP 381
1 Figure 4
2 Mesin Fotocopy Folio
3 Lemari Besi/Metal 2
4 Lemari Kayu 15
5 Rak Kayu 2
6 Filing Cabinet Besi 11
7 Brandkas 1
8 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1
9 Tabung Pemadam Api 5
10 | CCTV - Camera Control Television System 8
11 | Papan Visual/Papan Nama 3
12 | Alat Penghancur Kertas 2
13 | Alat Pemotong Kertas 1
14 | Stempel Timbul/Bulat 1
15 | Acces Control System 1
16 | Meja Kerja Kayu 45
17 | Kursi Besi/Metal 133
18 | Kursi Kayu 3
19 | Sice 5
20 | Meja Komputer 5
21 | Kasur/Spring Bed 1
22 | Meubelair Lainnya 1
23 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1
24 | Mesin Pemotong Rumput 1
25 | Lemari Es 1
26 | A.C. Split 10
27 | Televisi 2
28 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( 1

Home

Use ))
29 | Equalizer
30 | Loudspeaker 4
31 | Sound System 1
32 | Microphone 15
33 | Microphone Table Stand 15
34 | Stabilisator 1
35 | Pataka 1
36 | Lambang Instansi 2
37 | Handy Cam 1
38 | Karpet 1
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39 | Kabel Rall 2
40 | Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 13
41 | Audio Command Desk 1
42 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 2
43 | Pesawat Telephone 1
44 | Facsimile 2
45 | Finger Printer Time and Attandance Acces 1
Control
System
46 | Switching Matrix and Server 1
47 | Switcher Manual 1
48 | Conecctor 1
49 | Genset 1
50 | Mainframe (Komputer Jaringan) 1
51 | P.C Unit 21
52 | Lap Top 10
53 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1
54 | CPU (Peralatan Personal Komputer) 1
55 | Monitor 1
56 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 11
57 | Server 2
58 | Kabel UTP 2
59 | Hubbel UTP 1
60 | Mixer Settler Type Adsorption Equipment 1
B | ASET TETAP LAINNYA 18
1 Buku Lainnya 18
C | ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN 47
1 Filing Cabinet Besi 3
2 | Overhead Projector 1
3 Meja Kerja Kayu 3
4 Kursi Besi/Metal 2
5 Sice 1
6 | A.C.Split 7
7 Televisi 1
8 Pataka 2
9 Dispenser 1
10 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 10
11 | Camera Digital 2
12 | Mesin Perekam Stensil Folio 1
13 | Switcher Manual 1
14 | P.C Unit 3
15 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 7
16 | Modem 2
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D. Pengelolaan Keuangan.

DIPA | dari Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-
005.01.2.663381/2017 tanggal 07 Desember 2016 sebesar
Rp. 3.876.398.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam
Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan
mengalami revisi sebanyak 1 kali karena ada perubahan akun.

DIPA Il dari Ditjen Badilmiltun Nomor : SP DIPA-
005.01.2.663382/2017 tanggal 07 Desember 2016 sebesar
Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya sejumlah Rp. 3.508.398.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus
Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah),
terdiri  dari Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
sejumlah Rp. 59.800.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Ribu Rupiah), dan Layanan Perkantoran sejumlah
Rp. 3.448.598.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh
Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung sejumlah Rp. 368.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh
Delapan Juta Rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Teknologi
Informasi sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi sejumlah
Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah), Pengadaan Peralatan
dan Fasilitas Perkantoran sejumlah Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus
Enam Puluh Lima Juta Rupiah), dan Pengadaan Alat Pengolah
Data & Komunikasi Pendukung SIPP sejumlah Rp. 85.000.000,-
(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara (Miltun).

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara (Miltun) sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Administrasi Perkara di
Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer
yang Tepat Waktu sejumlah Rp. 147.750.000,- (Seratus Empat
Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan
Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang
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lengkap dan tepat waktu sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Realisasi Anggaran DIPA | dan Il selama kurun waktu tahun 2017
adalah sebagai berikut :

1. DIPA | dari Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.
663381/2017 tanggal 07 Desember 2016 :
e Penerimaan Anggaran : Rp. 3.876.398.000,-
e Realisasi Anggaran : Rp. 3.286.227.384,-
e Sisa Anggaran : Rp. 590.170.616,-

Capaian Penyerapan Anggaran DIPA | sebanyak 85% (sesuai
data terlampir pada Realisasi Anggaran Tahun 2017). Meski
penyerapan tidak mencapai 100%, namun capaian ini dinilai baik
karena diatas 80% dari Anggaran yang disediakan.

2. DIPA Il dari Ditjen Badilmiltun Nomor : SP DIPA-005.
05.2.663382/2017 tanggal 07 Desember 2016

e Penerimaan Anggaran Rp. 150.000.000,-
e Realisasi Anggaran : Rp. 149.987.000,-
e Sisa Anggaran : Rp. 13.000,-

Capaian Penyerapan Anggaran DIPA Il sebanyak 99,99% (sesuai
data terlampir pada Realisasi Anggaran Tahun 2017). Capaian ini
dinilai baik karena terserap hampir 100%.

Detail data dukung terlampir.
Dukungan Teknologi Informasi :

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung,
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah memiliki sarana dan prasarana
bagi pencari keadilan yang dapat dipergunakan oleh siapapun,
adapun sarana dan prasarana tersebut yaitu :

1. Perangkat Keras.

Dalam rangka mendukung penyelesaian tugas pokok, Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura memiliki komputer (PC), Printer, Laptop,
dan CCTV. Fasilitas Layanan Publik (Desk Info) Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura yang tersedia berupa komputer (PC) yang
berfungsi sebagai Server 1 Unit dan TV LCD 1 unit, serta Touch
Screen 1 unit. Juga memiliki Server 2 Unit berfungsi untuk Server
Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dilengkapi
dengan Stavolt dan UPS (Pembelian Langsung).
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Kantor Pengadilan Militer 111-19 Jayapura memiliki kemampuan
daya listrik 13.000 watt dengan pemakaian bersama dengan
kantor Otmil 111-19 Jayapura, sehingga dalam pemakaian
sehari-hari apabila melebihi kapasitas masih mengalami kendala
dengan sering turunnya daya listrik yang ada atau sering padam
karena kemampuan daya listrik yang terbatas.

2. Perangkat Lunak.

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam sistem operasi
komputer pada Pengadilan Militer 111-19 Jayapura adalah Windows
XP, Windows Vista, dan Windows Seven, dan Windows 10 Pro.

Dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan di bidang
Keuangan menggunakan applikasi SIMAK, SAIBA, SAS,
Komdanas, SIRUP, SPM, GPP, Persediaan, Monev, SILABI,
SIMARI dan RKAKL, di bidang Kepegawaian menggunakan
applikasi E-PUPNS, SAPK, SIMARI, SIKEP, Edoc SIKEP, dan
Komdanas, serta di bidang Perkara menggunakan applikasi SIPP
(Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara) dan Direktori
Putusan.

Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah memiliki website
dengan situs url : www.v1l.dilmil-jayapura.go.id, website untuk
informasi penelusuran perkara dengan situs url : sipp. dilmil-
jayapura.go.id, applikasi pengaduan dengan url siwas.
mahkamahagung.go.id dan email pengaduan dengan alamat
email pengaduan@vl.dilmil-jayapura.go.id dan email dengan
alamat email dilmiljayapura@yahoo.co.id.

F. Regulasi Tahun 2017.

Selama kurun waktu tahun 2017, Mahkamah Agung menerbitkan
beberapa regulasi diantaranya :

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

2. PERMA Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang
Pengadaan Hakim.

3. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum.

4. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Rl Nomor
39/KMA/SK/11/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan
Kelas pada Tiga Pengadilan Militer Tipe B Menjadi Tipe A.
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5. Keputusan Ketua Mahkamah  Agung RI Nomor  :
48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola
Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

6. Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung RI  Nomor
4B/SEK/SK/1/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.

7. SE Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017
tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan menjadi Tenaga Teknis
(Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti).

8. SE Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017
Pemberitahuan Jumlah Cuti Tahunan untuk Tahun 2017

9. SE Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 2 Agustus
2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tertentu
melalui mekanisme Penyesuaian/Impasing.

10.SE Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 14 Maret
2017 tentang Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Biaya
Transportasi Bagi Aparatur Negara Yang Menggunakan Fasilitas
Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya.
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A.

BAB IV

PENGAWASAN

Internal.

1.

Memonitor tingkah laku dan perilaku Hakim dan Panitera dalam
menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk
mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat
mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer 111-19
Jayapura.

Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka eksaminasi terhadap
putusan, petikan putusan, BAS dan kelengkapan berkas perkara
untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan petunjuk teknis
Pengadilan Militer di wilayah Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.
Mengadakan kunjungan kerja ke wilayah/daerah hukum di jajaran
wilayah Pengadilan Militer 11I-19 Jayapura dalam rangka
pengawasan dan pembinaan yustisial serta pengawasan personil.
Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan
terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer 111-19 Jayapura,
yang kemudian hasil pengawasan di evaluasi oleh Kadilmil 111-19
Jayapura ditindaklanjuti oleh Panitera/ Sekretaris  dan
jajarannya.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya
peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencatri
informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.

Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali paling
lama 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan
akan dilaksanakan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, maka
Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah
melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

Evaluasi.
Kepala Pengadilan Militer 111-19 Jayapura melakukan evaluasi
kinerja aparatur dibawahnya terhadap Sistem Kinerja Individu bagi

para Pejabat Struktural maupun Sistem Kinerja Pegawai bagi Staf
PNS dan Daftar Penilaian bagi Staf Militer setiap akhir tahun.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2017 ini,

kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal
menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan yang akan kami
uraikan sebagai berikut :

1.

Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah menggunakan Struktur
Organisasi baru sesuai Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 dan melaksanakan Peraturan tersebut secara
administrasi.

Pengadilan Militer 111-19 Jayapura dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan

adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus

menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan
peradilan militer.

Penyelesaian perkara dalam tahun 2017 Pengadilan Militer 111-19

Jayapura wilayah hukum Provinsi Papua dan Papua Barat

berhasil menyelesaikan perkara sesuai target yang telah

ditentukan walaupun masih ada sisa perkara yang belum
diselesaikan dikarenakan banyak perkara In Absensia dan

Perkara yang masuk pada akhir tahun.

Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di

lingkungan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah dilaksanakan

dengan tertib, walaupun masih terdapat kekurangan yang perlu
disempurnakan.

Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksaan,

dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.

Hambatan.

a. Personel. Personel satuan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
masih sangat kurang, baik personil Militer maupun PNS.

b. Pokkimil di Pengadilan Militer 11I-19 Jayapura saat ini hanya
dua Majelis termasuk di dalamnya Kadilmil. Hal ini sangat
menyulitkan dengan berbagai dinamika oraganisasi dan tugas,
sehingga bila ada acara sidang yang sudah di tapsidkan
mendadak ada undangan kegiatan dari satuan terpaksa
sidang di tunda, sehingga tugas pokok penyelesaian perkara
Tingkat Pertama terhambat.

c. Panitera. Panitera saat ini telah lolos dalam seleksi Cakim
Militer dan selanjutnya akan mengikuti pendidikan Cakim
Militer, untuk itu diharapkan akan ada pengganti sehingga
tugas-tugas pokok peradilan dapat berjalan dengan baik.
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d.

Panitera Pengganti. Panitera Pengganti Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura yang ada saat ini sangat terbatas yaitu hanya
2 (dua) orang dimana fungsi panitera pengganti di rangkap
dengan jabatan Struktural Sekretaris dan Panitera Muda
Pidana. Namun dibanding dengan perkara masuk yang
banyak, jumlah Panitera Pengganti dirasa masih kurang.
Untuk itu mohon kiranya ditambah jumlah Mutasi Masuk untuk
Panitera Pengganti.

Masih kurangnya dukungan dana operasional perkantoran
mengingat wilayah hukum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
yang sangat luas, terutama dalam hal dukungan dana untuk
pengiriman berkas-berkas maupun surat-surat, dan juga
dalam atk perkantoran, dimana sekali pengiriman berkas
upaya hukum untuk 1 perkara saja mencapai kurang lebih
Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu) dan jika dikalikan
40 perkara maka jumlah biaya pengiriman berkas perkara
upaya hukum mencapai kurang lebih Rp.16.000.000,- (Enam
Belas Juta Rupiah).

B. Rekomendasi

a. Perangkat Lunak dan Keras Pengendali.

1.

2.

SOP telah ada, namun masih memerlukan revisi agar dapat
disesuaikan dengan kebutuhan terkini.

Seiring dengan peningkatan pelayanan secara teknologi
informasi, maka diperlukan penambahan daya layanan
internet dengan penggunaan layanan private (satelit)
dikarenakan banyak applikasi sistem yang digunakan secara
online dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas, dan
kondisi alam Papua yang sering gempa sehingga membuat
fiber optik sering putus dan jika putus maka terjadi gangguan
jaringan paling sampai kurang lebih 1 (satu) bulan.
Tersedianya tambahan piranti pemeliharaan pc unit seperti
Stavolt Induk Listrik dan UPS yang tidak didukung dengan
tambah daya listrik tetap menjadi kendala listrik di Papua yang
sering mati hidup dan daya mengalami kenaikan dan
penurunan dalam sehari bisa sampai 4-5 kali mati hidup,
tentunya hal ini akan mempercepat kerusakan peralatan
kantor.

b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia.

1.

Diperlukan kejelasan perekrutan, penempatan, promosi dan
mutasi para pegawai, sehingga keterbukaan informasi dapat
dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

Seiring dengan perubahan Struktur Organisasi, maka
diperlukan penambahan personil baik PNS maupun Militer
untuk mendukung terlaksananya tugas-tugas pokok, sesuai
kompetensi yang dibutuhkan.
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Penambahan jumlah Majelis Hakim dan Panitera dalam
rangka mempercepat proses penyelesaian perkara,
mengingat kondisi wilayah hukum yang begitu luas, dan
apabila ada panggilan pendidikan dan pelatihan tentu akan
mempengaruhi proses percepatan penyelesaian perkara.
Diperlukan  tambahan  dukungan dana  operasional
perkantoran, mengingat masih kurangnya dukungan
operasional perkantoran.
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